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TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOT EPRMANT NO>OLVTLA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTAAMBON

: a. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan, khusus tingkat

Pendidikan Anak Usia Dini adalah salah satu bentuk Pendidikan pada jalur

Pendidikan Nonformal yang menyeienggarakan program pendidikan bagi

anak usia 0-4 tahun;

b. bahwa usul pendirian Paud Kelompok Bermain Roxelvila Ambon oieh

Penyelenggara beserta lampirannya dinilai telah memenuhi syarat;

c. bahwa hasil verifikasi Kepaia Bidang Pendidikan Anak Usia I}ni dan

Pendidikan Nonformal darr Stai maka dapat diberikan izin operasional dan

ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;

bahwa izin penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan

dalam batas ketsnluar huhm dan peraturan perundatg-trndangen yang

berlaku;

Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang

Darurat Nomor 23 tahlun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra

Tingkat II dalrn Wilayah Llaorah Swatantra Tingket I &taluku (Lernbaran

Negara tr957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun

1958 Nomor i 1 i Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Qrmbaran

Negara fahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Fendidikan Nasional,

(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara

Nomnor a301);
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4. Undang-Undang Nomor tr Tahun 2CI04 tentang Perbendaharaan Negara

(Lernbaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan kmbaran Negara

Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Uadangan ( Lembamn Negara Talnm 2Ell Nomor 82, Tambahan

kmbaran Negara Nornor 523 4);



5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2W4 tentarg Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara tahun 2004 Nornor 125, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4437) ; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Ncrnor 32 tahun 20A4 tentang Fernerintah Daerah

(Lernbaran Negara Tahun 2005 No*ror 38, Tarnbahan Lembaran Negara

Nomor 493; yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2005 (Le,mbaran Negara Tahun 2005Nomor 108,Tambahan Lembaran Negara

4548, sebagairnaaa telah diubah untuk kedua kaknya dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubalmn ked*a atas Utdang-UndangNomor

32 tAhuri 2004 tentarig P6mefirltah Daefnh G,embaran Negara tahun 2008

Nomor 59, Tambahan LembaranNegaraNomor 48{fi;

Pei:iitifitin Pemerintali Noinor 15 Tdirm 1955 tentEilig Peiabehmkm Kota

Ambon se,bagai Daerah yang berhak mengatur dan rnengums rumahtangganya

sendiri (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomot 34A, Tambahar Lembarart

Negara Nomor 809;

Peraturan Fernerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang perubatran batas

Wilayah Daerah Tingkat II Ambon (I,ernbaran Negara Tahun 1979 Nomor 20

Tambahan Lembaran Negara 3137\;

Perafuran Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah

(Lembaran Nogara Tahun 1990 Norror 35, Tarnbahan Lernbaran Negara

Nomor 3411);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 *fia$g Peran serta masyarakat

dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);

Peraturan Pernerintah Ncmor 19 Tahun 2S05 tentang Standar Nasional

Pendidikan (Lembman Negara Tahun 2CI05 Nomor 41, Tarnbahan Lembaran

NegaraNomor M96);

Peraturan Peoaeristah Nomor 38 Tahua 2AA7 tentang Kewenang*n

Fernerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otcnorn (I"embaran

Negara Republik Indonesia Tahua 2007 Nernor 54r Tarnbahan Lembaran

NegaraNomor 3952);

1.3. Perafuran Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penplolaan dan

Pe*yetremggaraan Pendidikan (Lembaran Negara R[ Tahun 201& Nornor 23,

Tambahan kmbaran Negara RlNomor 5105);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2005 tentang Badan

Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal ;

Peraturan Mentsi Pendidilcan Nasional Nornor 58 Tahun 2009 te*tang

Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;

Perafuran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81

Tahun 2013 tentargPendirian Satuan Pendidikan Nonformal ;
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Mernberi Izin Operasional Penyelenggaraan Satuail Pendidikan Anak Usia

Dini kepada :

NarnaLembaga
Jenie Fendidikan
Alamat
Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kota
Penangguagjawab
Pemilik
Penyelenggara
Fenyelenggaraan satuan pendidikan tssebtrt pada diktum kesafir berlaku

selama 3 ( tiga) tahun dari tanggal 02 Maret 2018 sampai dengan 02 Maret

2021.

Satuan pendidikan pada diktum kesatu akm ditutup dan dicabut -|Zlf,

operasionalnya apabita tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlakrg atau yang akan ditentukan

kemudiari.

Keputusan ini rmllai bfflaku sejak teriggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaftara kepada pimpinan lemhaga Pendidikall Anak Usia

Dini Kelompok Bermain Roxelvila.

Kelcrnpok Bermain Roxelvila
Fendidikan Nonf,ormatr dan trnf,onnal

JI. Amanlanite Ukuhury - tatuhalat
Latuhalat
Nusaniwe
Ambon
Ny. Dolvina A- Mainake
Ny. DoXvinaA. Mainake

Ditetapkandi : Ambon
FadaTanggal : e5 Ftare* 2018

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik lndonesia

U.p. Dirjen PA{ID-NI di Jakarta
2" Gubernur Marluku;
3. Walikota Arrbon;
4. KepalaDinas Pendidikan dan Kebudayasrl Pmvinsi Maluku ;
5, Kepala Badan Keuangan Kota Ambon;
6. Kepala Bappekot Ambon;
7. Inspektur Kata Ambon;
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